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	Abstract
	The 2024 election will be the second election after the disability Law Number 8 of 2016 About Persons with Disabilities. In the 2019 election there were still 2,366 polling stations (TPS) that were not accessible or polite for voters with disabilities. In the 2024 Elections, it is hoped that the facilities and infrastructure will be accessible and polite for voters with disabilities. In this study, researchers used qualitative research based on data on the experiences of voters with disabilities. The results of this research show the experiences of voters with disabilities who experience obstacles and difficulties in election facilities and infrastructure that are not yet fully accessible and polite for voters with disabilities.
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	Abstrak
	Pemilu Serentak tahun 2024 merupakan pemilu yang kedua setelah dikeluarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Pada pemilu tahun 2019 masih terdapat 2.366  tempat pemungutan suara (TPS) yang tidak akses dan  ramah  bagi pemilih penyandang disabilitas. Pada Pemilu Serentak tahun 2024 diharapkan telah memenuhi sarana dan prasarana aksesibel dan ramah bagi pemilih penyandang disabilitas. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan penelitian kualitatif dengan berbasis data pengalaman para pemilih penyandang disabilitas. Hasil Penelitian ini menunjukkan pengalaman para pemilih penyandang disabilitas yang mengalami hambatan dan kesulitan pada sarana dan prasarana pemilu yang belum sepenuhnya aksesibel dan ramah bagi pemilih penyandang disabilitas
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PENDAHULUAN
[bookmark: _Hlk157465161]Penyelenggaraan Pemilu yang ramah dan akses bagi Penyandang disabilitas pada Pemilu Tahun 2019 masih belum sepenuhnya terpenuhi hak-hak penyandang disabilitas dalam hal aksesibilitas.[footnoteRef:1]Pada Pemilu Tahun 2019  terdapat 2.366 TPS yang tidak ramah bagi penyandang disabilitas, sedangkan pada pemilihan (Pilkada) terdapat 1.089 TPS yang tidak ramah disabilitas.[footnoteRef:2]Terpenuhi aksesibilitas berdampak pada partisipasi politik penyandang disabilitas untuk memberikan hak suaranya di TPS.[footnoteRef:3]Terdapat tidak adanya alat bantu Braille bagi penyandang disabilitas netra di sejumlah TPS,[footnoteRef:4] serta minimnya pengetahuan mereka terhadap penggunaan template braille. Bagi penyandang disabilitas fisik aksesibilitas tempat merupakan menjadi kendala,[footnoteRef:5] begitu juga dengan penyandang disabilitas sensorik rungu wicara yang mendapat kendala informasi ketika di TPS.  Pada Pemilu tahun 2024 diharapkan hadirnya penyelenggaraan pemilu yang akses dan ramah disabilitas,  dalam rangka perlindungan dan pemenuhan hak politik penyandang disabilitas berdasarkan amanah undang-undang.  [1:  Mohamad Ihsan dan Nadya Kharima. "Analisis Arah Kebijakan Pemenuhan Hak Politik Pemilih Disabilitas Mental pada Pemilu Tahun 2024." Jurnal Ilmu Sosial Indonesia (JISI) 3.1 (2022): 15-24.]  [2:  https://www.bawaslu.go.id/id/berita/lolly-harap-seluruh-tps-pemilu-2024-ramah-disabilitas]  [3:  Asrorul Mais dan Lailil Aflahkul Yaum. "Aksesibiltas Dan Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Jember." Kaganga: Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora 2.2 (2019): 78-87.]  [4:  Julita Widya Dwintari,. "Aksesibilitas Penyandang Disabilitas dalam Pemilihan Umum di Indonesia." JISIP UNJA (Jurnal Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Jambi) 2.1 (2018): 24-53.]  [5:  Rizky Fauziah. Pemenuhan hak tunadaksa dan tunanetra untuk memilih dalam pemilihan umum 2019 perspektif Pasal 13 UU No 8 Tahun 2016 dan mashlahah: Studi Komisi Pemilihan Umum Kota Malang. Skripsi . Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2019.] 

Studi tentang aksesibilitas dan pemilu tahun 2024 telah dikaji dan diteliti dari berbagai perspektif dari kajian tentang upaya peningkatan hak pilih penyandang disabilitas,[footnoteRef:6] serta tentang implementasi hak konstitusional penyandang disabilitas,[footnoteRef:7] kajian lainnya menyorot tentang pendidikan politik bagi penyandang disabilitas yang dilakukan secara live streaming,[footnoteRef:8] kajian berikutnya membahas tentang  gambaran aksesibilitas berdasarkan ragam disabilitas netra,[footnoteRef:9] dan penyandang disabilitas mental.[footnoteRef:10] Melihat kecenderungan studi yang ada tampak bahwa sejumlah studi tentang disabilitas dan pemilu tahun 2024 bersifat kajian normatif legalistik. Namun, perspektif penyandang disabilitas terhadap pemenuhan aksesibilitas pada pemilu belum dikaji secara mendalam. [6: Rahmanandita Sulastri. "Upaya Peningkatan Hak Pilih Penyandang Disabilitas Dalam Pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2024." Jurnal Hukum 21.1 (2024): 26-35.]  [7: Wahyu Adi Pamungkas, et al. "Implementasi Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas Menuju Pemilu 2024." Innovative: Journal Of Social Science Research 3.2 (2023): 11710-11720.]  [8: Hari Susanto. "Live Streaming: Pendidikan Politik Bagi Penyandang Disabilitas Pada Pemilu 2024." Jurnal Abdi Publik , Vol : 01 , No 01, (2023): 37-46]  [9: Patri Indriyano, Gambaran aksesibilitas disabilitas netra pada pemilihan umum 2024 berdasarkan hasil Pemilu 2019 di Kota Pangkalpinang. Diss. Universitas Bangka Belitung, 2023.]  [10: Mohamad Ihsan dan Nadya Kharima. "Analisis Arah Kebijakan Pemenuhan Hak Politik Pemilih Disabilitas Mental pada Pemilu Tahun 2024." Jurnal Ilmu Sosial Indonesia (JISI) 3.1 (2022): 15-24.] 

Tulisan ini secara khusus menunjukkan pengalaman penyandang disabilitas pada pemilu tahun 2019 serta harapan penyandang disabilitas terhadap terwujudnya dan terselenggaranya Pemilu Tahun 2024 yang akses dan ramah bagi penyandang disabilitas. Selain mengidentifikasi tipe kesulitan yang dihadapi penyandang disabilitas, tulisan ini juga menunjukkan harapan penyandang disabilitas terhadap pemilu 2024 akses dan ramah bagi penyandang disabilitas. Dengan kata lain, tulisan ini bertujuan untuk komitmen penyelenggara Pemilu dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam mewujudkan pemilu yang inklusi, akses, dan ramah bagi penyandang disabilitas pada pemilu serentak tahun 2024.
Tulisan ini didasarkan pada kaidah ushul fiqh “Mā lā yutimu al wājibu illa bihi fahuwa wājib” sesuatu yang menjadi kewajiban untuk dipenuhi menjadikan cara untuk memenuhinya juga menjadi sebuah kewajiban. Penyandang disabilitas memiliki hak konstitusi yang wajib dilindungi dan dipenuhi oleh negara, hal tersebut berdasarkan Undang-undang Nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, dimana hak politik penyandang disabilitas meliputi: a. Memilih dan dipilih dalam jabatan publik.b. Menyalurkan aspirasi politik baik tertulis maupun lisan. c. Memilih partai politik dan/atau individu yang menjadi peserta dalam pemilihan umum, d. Membentuk, menjadi pengurus organisasi masyarakat dan/atau partai politik, e. Membentuk dan bergabung dalam organisasi penyandang disabilitas dan untuk mewakili penyandang disabilitas pada tingkat lokal, nasional, dan internasional, f. berperan secara efektif dalam sistem pemilihan umum pada semua tahap dan/atau bagian penyelenggaraanya, g. Memperoleh aksesibilitas pada sarana dan prasarana penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa atau nama lain, dan h. memperoleh pendidikan politik.[footnoteRef:11] Dengan demikian, pemenuhan aksesibilitas pada sarana dan prasarana penyelenggaraan pemilihan umum menjadi sebuah kewajiban yang harus dipenuhi oleh penyelenggara pemilu. [11:  Undang Undang  republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas Pasal 13] 

 METODE PENELITIAN
[bookmark: _Hlk157465600]Penelitian ini bersifat kualitatif yang didasarkan pengalaman para pemilih penyandang disabilitas pada Pemilu 2019 dan Pilkada tahun 2020. para pemilih penyandang disabilitas dipilih secara random berdasarkan tema berita yang memenuhi kriteria fokus penelitian, yakni menyangkut  pengalaman para pemilih penyandang disabilitas tentang aksesibilitas sarana dan prasarana  ramah disabilitas. Data yang diperoleh dari wawancara yang mendalam kepada subjek penelitian. Data wawancara diklasifikasikan secara tematis. Data dianalisis melalui restatement data, deskripsi data, dan interpretasi data.
PEMBAHASAN
[bookmark: _Hlk157465676]      	Pemenuhan hak politik penyandang disabilitas pada pemilu tahun 2024 diawali dengan pendataan sebagai pemilih, pemberian pendidikan politik, aksesibilitas sarana di TPS, dan sikap petugas penyelenggara pemilu di TPS merupakan pembahasan yang penting dalam terwujudnya penyelenggaraan pemilu yang akses dan ramah bagi penyandang disabilitas.
Penyandang disabilitas memiliki hak untuk memilih dalam pemilu, berdasarkan rekapitulasi daftar pemilih tetap (DPT) yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) berjumlah 1.101.178 pemilih disabilitas yang memiliki hak pilih pada Pemilu tahun 2024, atau 0,54 % pemilih disabilitas dari total pemilih dalam DPT. Pemilih disabilitas yang berjumlah 1.101.178 pemilih, yang terdiri berdasarkan ragam disabilitasnya, yaitu: Penyandang disabilitas fisik berjumlah 482.414 pemilih, penyandang disabilitas sensoris 298.749 pemilih (disabilitas penglihatan dan pendengaran), penyandang disabilitas intelektual 55.421 pemilih, dan penyandang disabilitas mental berjumlah 264.594 pemilih.[footnoteRef:12] Jika melihat datu tersebut kemudian membandingkannya dengan data  daftar pemilih tetap (DPT) jumlah pemilih disabilitas berjumlah 1.247.730 pemilih, sedangkan pada pemilu tahun 2024 terdapat daftar pemilih tetap (DPT) 1.101.178 pemilih disabilitas, yang menunjukkan turunnya daftar pemilih tetap (DPT) pemilih disabilitas sebanyak 146.552 pemilih disabilitas. [12: Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia] 

        	Daftar pemilih tetap (DPT) yang disajikan diatas diduga pendataan tersebut terdapat permasalahan berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh Eksekutif Nasional Forum Masyarakat Pemantau untuk Indonesia Inklusif Disabilitas (Formasi Disabilitas) “Persepsi Pemilih penyandang disabilitas dalam Pemilu 2024” mengatakan hasil survei menunjukkan hampir 50% pemilih Penyandang disabilitas terdata sebagai bukan Penyandang disabilitas, “Hasil survei menunjukkan hanya 35% Penyandang disabilitas yang tercatat sebagai pemilih Penyandang disabilitas. Sementara, 44,9% pemilih penyandang disabilitas terdata sebagai bukan Penyandang disabilitas dan 19,4% tidak mengetahui status mereka sebagai pemilih dalam Pemilu 2024"[footnoteRef:13] Hasil temuan survei ini, dilakukan secara daring dengan melibatkan sebanyak 479 responden Penyandang disabilitas dari 31 Provinsi dengan kurun waktu Desember 2023 – 2 Januari 2024. J Berdasarkan hasil survei tersebut menunjukkan adanya pendataan disabilitas yang tidak digolongkan sebagai disabilitas dalam Daftar pemilih tetap (DPT), maka akan berpengaruh terhadap penyediaan dan pemenuhan layanan yang aksesibel  dan ramah bagi penyandang disabilitas.  	 [13:  https://hariane.com/jelang-pemilu-2024-hasil-survei-menyatakan-hampir-50-persen-difabel-terdata-bukan-sebagai-difabel] 

Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan untuk penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan, yakni kemudahan yang diberikan oleh penyelenggara pemilu dalam rangka mewujudkan kesamaan kesempatan bagi penyandang disabilitas dalam penyelenggaraan pemilu. Aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dibagi menjadi dua, yaitu: aksesibilitas non-fisik dan aksesibilitas fisik. Memperoleh aksesibilitas pada sarana dan prasarana penyelenggaraan pemilihan umum, merupakan hal wajib yang dipenuhi dalam penyelenggaraan pemilihan umum khususnya di tempat pemungutan suara (TPS). Aksesibilitas dapat dikategorikan menjadi dua macam, yaitu aksesibilitas fisik dan dan aksesibilitas non fisik. Aksesibilitas non fisik seperti tersedianya penggunaan bahasa isyarat Indonesia, atau tulisan berjalan (running texts), informasi berupa audio, dan huruf braille.[footnoteRef:14] Salah seorang penyandang disabilitas sensorik pendengaran (Tuli) menyampaikan: [14: Muhammad Risal Arifin, et al. Buku Panduan Pemilu 2024: Untuk Pemilih Disabilitas. (Universitas Bakrie Press, 2023).h. 32] 

“Ketika di TPS mereka bingung menunggu antrian untuk melakukan pencoblosan, dan sangat lama menunggu, karena tidak ada petugas yang paham dan mengerti bahasa isyarat, sehingga saya harus angkat tangan untuk mendapatkan giliran memilih”[footnoteRef:15]. [15: Hasil wawancara dengan salah seorang penyandang disabilitas sensorik pendengaran (tuli) wawancara dilakukan dengan bahasa isyarat Indonesia dan juga dibantu Juru Bahasa Isyarat] 

Pengalaman lainnya juga diceritakan oleh salah seorang penyandang disabilitas sensorik netra, dia menjelaskan:
“untuk memilih calon presiden dan kepala daerah itu gambang karena ada template braille  pada surat suara dan itu dikarenakan calon sedikit, tapi ketika untuk memilih Calon legislatif tingkat kota/kab, tingkat provinsi, DPR RI, dan DPD kami mendapatkan kendala, karena surat suara tidak ada huruf braille nya sehingga perlu pendamping.”[footnoteRef:16] [16: Hasil wawancara dengan salah seorang penyandang disabilitas sensorik netra] 

Kendala aksesibilitas non -fisik yang dihadapi seorang penyandang disabilitas sensorik pendengaran (Tuli) mengakibatkan yang bersangkutan harus menunggu lama dalam antrian, bahkan harus mengangkat tangan untuk menyatakan bahwa dia adalah penyandang disabilitas sensorik pendengaran (Tuli) untuk mendapatkan giliran pemanggilan untuk melakukan pencoblosan di tempat pemungutan suara (TPS). Kendala aksesibilitas non -fisik yang dihadapi seorang penyandang disabilitas sensorik netra tentang surat suara pemilih Calon legislatif tingkat kota/kab, tingkat provinsi, DPR RI, dan DPD yang tidak memuat huruf braille mengakibatkan kesulitan dalam memilih sehingga memerlukan pendamping, namun jika tidak membawa pendamping atau didampingi akan mengakibatkan penyandang disabilitas sensorik netra kebingungan dalam menentukan pilihan untuk dipilih. Template braille merupakan hal penting bagi  pemilih penyandang disabilitas sensorik netra. Namun hal ini terkadang terabaikan oleh petugas bahkan tidak dihiraukan sebagaimana terjadi di sebagian tempat pada pada pemilu 2019 yang lalu.[footnoteRef:17] [17:  Azka Abdi Amrurobbi, et. all, "Tantangan pemilih difabel dalam pelaksanaan pemilihan serentak 2020 di tengah pandemi covid-19." Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia 2.2 (2021): 125-140.] 

Aksesibilitas fisik berupa lokasi TPS yang rata tidak bertangga,dan tidak berbatu, lebar pintu TPS disesuaikan dengan akses bagi pengguna kursi roda, ukuran tinggi meja bilik suara 75 cm dan berongga, tinggi kotak suara 35 cm agar mudah dijangkau oleh pengguna kursi roda, tersedianya alat bantu coblos bagi penyandang disabilitas sensoris netra di TPS, dan tersedianya formulir untuk pendamping bagi pemilih disabilitas.[footnoteRef:18] Seorang pemilih penyandang disabilitas disabilitas fisik dengan kursi roda mengatakan bahwa. [18: Muhammad Risal Arifin, et al. Buku Panduan Pemilu 2024: Untuk Pemilih Disabilitas. (Universitas Bakrie Press, 2023).h. 33] 

“Yang terpenting dalam aksesibilitas bagi kami yang menggunakan kursi roda adalah kondisi TPS hendaknya di tempat yang tidak ada gangguan seperti tanah berbatu-batu sehingga kami bisa berjalan dengan kursi roda tanpa harus dibantu didorong”.[footnoteRef:19] [19: Hasil wawancara dengan salah seorang penyandang disabilitas fisik dengan kursi Roda] 

        	Kendala aksesibilitas fisik yang dialami pemilih penyandang disabilitas tersedianya tempat pemungutan suara (TPS) yang akses bagi mereka untuk melakukan pemungutan suara, sehingga seharusnya tempat pemungutan suara (TPS) berlokasi di tempat yang rata tidak bertangga,dan tidak berbatu, lebar pintu TPS disesuaikan dengan akses bagi pengguna kursi roda. Jika pemilih penyandang disabilitas fisik dengan kursi roda sehingga tempat pemungutan suara (TPS) yang akses bagi mereka. Tempat pemungutan suara yang berada di lorong pemukiman sempit, berumput, melewati got, licin, dan becek  adalah sejumlah hambatan yang dirasakan oleh mereka.[footnoteRef:20] [20:  Jaluanto Tyoso. "Evaluasi Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Fisik Untuk Pelaksanaan Pemilu Dan Pilkada Tahun 2024." SEWAGATI: Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia 1.4 (2022): 25-40.
] 

        	Penyandang disabilitas dengan segala ragamnya  membutuhkan sarana dan prasarana fisik dan non fisik yang aksesibel dan ramah bagi mereka. Hal tersebut wajib dipenuhi dikarenakan amanah undang-undang nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas yang terdapat pada pasal 13 huruf (g) yaitu  penyandang disabilitas memperoleh aksesibilitas pada sarana dan prasarana penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa atau nama lain, dan h. memperoleh pendidikan politik.
        	Kajian ini memperlihatkan bahwa pada pemilu Tahun 2019 yang lalu menunjukkan belum terpenuhi aksesibilitas yang ramah bagi penyandang disabilitas, terdapat 2.366 TPS yang tidak ramah bagi penyandang disabilitas. Pemenuhan aksesibilitas pada sarana dan prasarana penyelenggaraan pemilihan umum menjadi sebuah kewajiban yang harus dipenuhi sebagaimana amanah undang-undang, tidak terpenuhinya aksesibilitas pada sarana dan prasarana mengakibatkan para pemilih penyandang disabilitas mengalami hambatan dalam menyalurkan hak suaranya di tempat pemungutan suara.
        	Hambatan dan kendala yang pernah dialami pemilih penyandang disabilitas pada pemilu sebelumnya, merefleksikan bahwa aksesibilitas pada sarana dan prasarana belum terpenuhi secara optimal di sebagian tempat pemungutan suara (TPS) dan menjadi pekerjaan rumah bagi penyelenggara  pemilu serentak tahun 2024. Pengalaman para penyandang disabilitas terhadap sejumlah hambatan dan kesulitan merupakan catatan penting dalam mewujudkan pemilu yang inklusif aksesibel yang ramah bagi penyandang disabilitas.
        	Hasil kajian ini yang memperlihatkan sejumlah kesulitan dan hambatan bagi pemilih penyandang disabilitas dimungkinkan oleh kurangnya pengetahuan dan pemahaman tentang pentingnya pemenuhan hak pemilih penyandang disabilitas oleh penyelenggara pemilu ditingkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Pemenuhan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas pada sarana dan prasarana yang ramah bagi mereka diawali adanya pengetahuan dan pemahaman terhadap hak dan keperluan penyandang disabilitas.
        	Berdasarkan hasil kajian ini yang menunjukkan sejumlah hambatan dan kesulitan para pemilih penyandang disabilitas dalam menggunakan hak pilih di tempat pemungutan suara (TPS) yang berdasarkan pengalaman pribadi pemilih penyandang disabilitas, menunjukkan bahwa pada pemilu Serentak tahun 2024 mendatang dibutuhkan perhatian yang khusus dan mendalam dalam pemenuhan aksesibilitas pada sarana dan prasarana yang ramah bagi pemilih penyandang disabilitas.
[bookmark: _Hlk157466158]KESIMPULAN
Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat hambatan dan kesulitan para pemilih penyandang disabilitas dalam aspek aksesibilitas pada sarana dan prasarana yang ramah baik secara aksesibilitas secara fisik maupun aksesibilitas non-fisik. Hambatan aksesibilitas pada sarana dan prasarana secara fisik adalah pemilihan lokasi tempat pemungutan suara (TPS) hendak tidak berlokasi di kondisi yang bertangga, menyeberang got, berkerikil, berbatu, licin, becek, dan berumput. Hambatan aksesibilitas pada sarana dan prasarana secara  non- fisik belum tersedianya penggunaan bahasa isyarat Indonesia, atau tulisan berjalan (running texts), informasi berupa audio, dan huruf/template braille. Pemenuhan aksesibilitas pada sarana dan prasarana yang ramah harus dari adanya pemahaman dan pengetahuan tentang hak aksesibilitas  yang harus dipenuhi bagi pemilih penyandang disabilitas oleh penyelenggara pemilu terutama Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di tempat pemungutan suara (TPS).
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